
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 2 TAHUN 2A16

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN

PEMERINTAHAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menirnbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pedalanan Dinas

Dalam Negeri dan ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah,

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Katingan Perlu dilakukan

penataan;

b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 5 Tahun 2015

tentang Perjalanan Dinas Bagr Pejabat Negara, Pimpinan

Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, Pegawai

Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4O Tahun 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagt

Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak

Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan,

sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan

sehingga perlu diganti;



c. bahwa berdasarkan pertimbanga.n sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten

Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a18O);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Pembendarahaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaOOl;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9fl;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2.

3.

4.

5.

6.



Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aO28l;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

44161, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2AOT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler

Dan Keuangan^ Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Ralcyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712l.,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578)l'

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OOS tentang

Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a593);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a6Lfl;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun

2OO9 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2OOg Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2OO8 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008

Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201,1

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2AOO tentang Pendoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.O5|2O12

tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor

678)';

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman PenSrusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:un 2015

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2OL5 Tentang Pedoman Pen5rusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2OL6 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1893);

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

65/PMK.O2|2OL5 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran

2016
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Menetapkan :

MEMUTUSI{AN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Katingan.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Katingan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan di Kabupaten

Katingan.

6. Pimpinan dan Anggota Dewan P-erwakilan Rakyat Daerah selanjutnya

disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil

Ketua DPRD serta anggota DPRD Kabupaten Katingan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan

8. Pe;iabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran atau pejabat yang diberi vrewenarg oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Dacrah

Kabupaten Katingan.

9. Pengurus Pernberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya

disingkat Pengurus PKK adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

Pengurus PKK Kabupaten Katingan.

10. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Katingan.

11. Pegawai tidak tetap adalah orang yang dikontrak untuk jangka waktu

tertentu yang sesuai dengan klasilikasi pendidikannya/keahliannya

guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersiflat

teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan organisasi dalam rangka sistem kepegawaian, yang tidak

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Katingan.



12. Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung adalah Kelompok Organisasi

Masyarakat/KeagamaanfPeroranganllnstansi Vertikal yang ditunjuk

dan diikutsertakan dalam perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan

tertentu.

13. Pelaks€ula Pedalanan Dinas yang selanjutnya disingkat Pelaksana SPD

adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Tenaga

Honorer, Tenaga Harian Lepas, Pengurus PKK, Tenaga Ahli DPRD, dan

Tenaga Ahli/Pendukung lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan

Perjalanan Dinas.

14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas luar kota dan/atau

dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,

melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.

15. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat

kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan

surat keputusan pindah.

16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang

dilakukan dalam wilayah Kabupaten Katingan.

17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah pedalanan dinas yang dilakukan

ke luar wilayah Kabupaten Katingan;

18. Perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan

dalam kota Kasongan dan dalam Kota Kecamatan bagi pelaksanan SPD

yang berkedudukan (bertugas) di Kota atau Kecamatan yang

bersangkutan.

19. Biaya Riil (at cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti

pengeluaran yang sah.

2O. Biaya Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih

dahulu (pre-calanlated amountl dan dibayarkan sekaligus.

21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang

dihitung sesuai dengan kebuhrhan riil berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

22. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat

perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak

Tetap dan pihak lain untuk melaksanakan perjalanan dinas.

23. Surat Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPD adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam rangka

pelaksanaan Perjalanan Dinas.



24 . T empat Kedudukan adalah tempat/ ko ta / kantar/ satuan kerj a berada.

25. Tempat Bertolak adalah tempat/kota untuk melanjutkan perjalanan

dinas ke tempat tqjuan.

26. Ternpat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan

dinas.

27. Detasering adalah Penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat
dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Perjalarlan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai

berikut:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggr dan

prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

c. Efesiensi penggunaan belanja daerah.

d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan pedatanan dinas dan
pembebanan biaya perjalanan dinas.

(2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan
oleh:

a. Atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi
pelaksanaan Surat Tugas.

b. Pejabat yang berwenang dalam melalankan pembebanan biaya
perjalanan dinas.

c. Pejabat yang berwenang dalam metakukan pengujian dan penerbitan

perintah pembayaran.

d. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas

pembayaran kepada pelaksana SPD; dan

e. Pelaksana SPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
(3) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam

hal-hal sebagai berikut:

a. kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang

tumpang tindih atau rangkap;



b. tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecah-pecah

apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan

sasar€ln peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama;

c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh pelaksana SPD yang

men*ang benar-benar diharapkan memberikan kontribusi nyata

dalam hasil yang akan dicapai;

d. tidak terdapat perjalanan dinas keluar kantor untuk kegiatan yang

seharusnya dapat dilakukan di kantor;

e. mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggararl yang

telah tersedia.

(a) Dalam rangka menjaga terpenuhinya pelaksanaan perjalanan dinas

prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3):

a. Penerbit Surat Tugas:

1) melakukan monitoring penerbitan Surat T\rgas di lingkup wilayah
kerjanya;

2) membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota kecuali

pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud memang sangat

diperlukan penyelesaiannya; dan

b. Pejabat yang berwenang melakukan:

1) pengujian kesesuaian pelaksanaan perjalanan dinas dengan

pencapaian kinerja;

2) pembebanan biaya pedalanan dinas dengan memperhatikan

ketersediaan anggar€rn dan tetap memprioritaskan pencapaian

kinerja; dan

3) pembebanan biaya perjalanan dinas dengan berpedoman pada

Lampiran Peraturan ini.

c. Pelaksana SPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) melaksanakan perjalanan dinas sesuai tugas yang diberikan;

2) segera kembali ke tempat kedudukan semula apabila kinerja telah

tercapai; dan

3) segera mempertanggungiawabkan pelaksanaan perjalanan dinas

setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

d. PPK dan Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian sesuai tugas

dan kewenang€mnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah"



{5} Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan apabila terdapat:

a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;

b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi (mark up);

c. pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama;

dan/atau

d. pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak

sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

mengenai perjalanan dinas.

BAB III

JENTS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas Jabatan menurut jenisnya dapat dibedakan yaitu:

a. Perjalanan Dinas Jabatan dan

b. Perjalanan Dinas Pindah.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a

digolongkan menjadi:

a. Perjalanan Dinas Luar Daerah;

b. Perjalaran Dinas Dalam Daerah;

c. Perjalanan Dalam Kota Kasongan / Kota- Kecamatan;

(2) Dalam Perjalanan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dan huruf b dilakukan datam rangka Pelaksanaan tugas dan fungsi yang

melekat pada jabatan;

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;

b. Mengikuti rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar,

workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya

sesuai peraturan perundang-undangan;

c. Ditugaskerjakan atau detasering di luar tempat kedudukan atau

tempat tinggal;

d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar

tempat kedudukan atau tempat tinggal;

e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau

menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang



berada di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal untuk
memperoleh surat keterangan kesehatan guna kepentingan
jabatan;

f. Untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan surat keterangan

dokter karena mendapat cidera pada waktu/karena melakukan tugas;

g. Mengikuti pendidikan dinas (tugas belqjar) di luar tempat kedudukan

atau tempat tinggal setara Diploma, SI/S2/S3;
h. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;

i. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenaz,ah pejabat

negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan

perjalanan dinas atau tugas kedinasan atau;
j. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat

negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan

yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

(3) Dalam hat perjalanan dinas jabatan dalam kota Kasongan /Kota,
Kecamatan, penugasannya Tidak berlaku untuk :

a. Mengikuti rapat, seminar, pendidikan dan pelatihan, bimtek,

sosialisasi, workshop dan input data ;

b. Menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pejabat

negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melaksanakan

perjalanan dinas atau tugas kedinasan dan;

BAB V

PENERBITAN SURAT TUGAS

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah

atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tlrgas yang

ditandatangani oleh :

a. Kepala Satuan Ke{a untuk Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan

oleh pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;

b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan

yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;

c. Atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat

kedudukan dengan atasan langsungnya;

d. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya yang dalam hal pejabat

tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat
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yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah

atasannya.

Pasal 6

(1) Dalam hal pejabat yang berwenang adalah Pejabat Eselon II atau Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD} maka Surat Perintah Tugas (SPT}

dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Bupati Katingan

atau Wakil Bupati Katingan atau Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan

atas nama Bupati Katingan.

(2) Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Harian Lepas pada

lingkup Sekretariat Daerah, Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat

Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau

dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka Surat Perintah T\rgas

(SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Asisten atas

nama Sekretaris Daerah.

(3) Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Tenaga Harian lepas pada

Badan/ Dinas/Unit Satuan Kerja, Surat Perintah TUgas (SPT) dan Surat

Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Kepala Dinas

Badan/UnitlSatuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan atau

dalam hal ini kepala SKPD berhalangan, maka Surat Perintah T\rgas

(SPT) dan Surat Pedalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Sekretaris

Dinas atas nama Kepala SKPD berdasarkan rekomendasi pendelegasian

dari kepala SKPD.

( ) Bagi Kepala dan Staf pada UPTD, Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat

Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Kepala UPTD yang

bersangkutan.

(5) Bagi Camat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Kabupaten

Katingan Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD)

ditandatangani oleh Bupati Katingan atau Wakil Bupati Katingan atau

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan atas nanrra Bupati Katingan.

(6) Bagi Camat yang melakukan perjalanan dalam daerah dalam wilayah

Kabupaten Katingan, Surat Perintah T\rgas (SPT) dan Surat Perjalanan

Dinas (SPD) ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.

(7) Bagi Tenaga Ahli/Tenaga Pendukung dan Pengurus PKK yang melakukan

perjalanan dinas penerbitan Surat Perintah Ttrgas (SPT) dan Surat

Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang

terkait dengan urusan dan maksud perjalanan dinas.
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(8) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti tugas bersama sKpD,
penerbitan Surat Perintah TUgas (SPT) ditandatangani oleh Bupati, Wakil
Bupati dan atau sekretaris Daerah atas nama Bupati Katingan.

Pasa1 7

(1) Dalam hal melakukan perjalanan dinas adalah Kehra/Wakil Ketua DpRD

Kabupaten Katingan maka Surat Perintah T\rgas (SPT) ditandatangani
oleh dirinya sendiri sedangkan Surat perjalanan Dinas (spD)
ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.

(2) Dalam hal melakukan perjalanan dinas adalah anggota DPRD Kabupaten
Katingan maka Surat Perintah T\.rgas (SPT) ditandatangani oleh Ketua
atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan dan Surat Perjalanan Dinas
(sPD) ditandatangani oleh sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.

(3) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dibuat
sesuai dengan format sebagaiana tercantum dalam Lampiran 12 yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagr pejabat dalam lingkungan
pemerintah Kabupaten Katingan termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD,

dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Gubernur
Kalimantan Tengah dan inrr tertulis dari Sekretaris Jenderal

Kementerian Dalam Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun ?ALL tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar
Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri,

Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

(2) satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
mengacu kepada ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

Pasal 9

(1) Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, Bupati
Kabupaten Katingan dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan, Pimpinan

dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, serta Pejabat/Pegawai Lainnya

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dapat melakukan
perjalanan dinas ke luar negeri.
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(2) Perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam rangka :

a. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;

b. Pendidikan dan pelatihan;

c. Studi banding;

d. Seminar/lokakarya/ konferensi;

e. Promosi potensi daerah;

f. Kunjungan persahabatan lkebudayaan;
g. Pertemuan internasional; dan/ ata'u

h. Penandatanganan perjanjian internasional;

(3) Perjalanan dinas keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi

dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama

luar negeri.

(4) Perjalanan dinas keluar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan

tugasnya didalam negeri tidak ada yang mendesak.

(5) Hasil - hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) secara konkrit dapat dimanf,aatkan bagi peningkatan kinerja

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kepentingan daerah.

Pasal 1O

Surat Pedalanan Dinas (SPD) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) yang

tembusannya disampaikan kepada :

a. Kepala Bagian/Sub Bagian Umum Dinas/Badan/Unit/Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang bersangkutan;

b. Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan

(PPK-SKPD);

c. Pemegang Kas/Bendahara Pengeluaran SKPD.

Pasal 1 1

Perkiraan besarnya jumlah biaya peqjalanan dinas dituangkan dalam

Rencana Biaya Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Kepala SKPD yang

bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran l L Peraturan Bupati

ini.
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BAB TV

MEKANISME PERJALANAN DINAS

Pasal 12

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang mengeluarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD)

bersangkutan.

(2) pejabat Yang Berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar

memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk

melaksanakan perjalanan tersebut dalam Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah berkenaan.

(3) Pejabat yang berwenang bertanggungiawab dan mempedomani atas

ketertiban pelaksanaan peraturan Bupati ini dalam lingkup satuan kerja

masing - masing.

(4) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan pedalanan dinas

untuk hal - hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta

mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang

dan lamanya perjalanan.

(5) BaSi Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas bertanggung

jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita negara/daerah sebagai

akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealfaan yang bersangkutan dalam

hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

(6)Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealfaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat dikenakan tindakan berupa :

a. Ttrntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan

yang berlaku.

b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut

ketentuan yang berlaku.

BAB VII

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen

sebagai berikut :

a. uang harian;

b. biaya transport;

c. Biaya penginapan;

d. Uang refresentasi;
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(2)

e. Sewa kendaraan dalam kota; danl atau

f. Biaya menjemputlmengantar jenazah,.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a". Uang makan;

b. Uang transport lokal; dan

c. Uang saku;

Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tqjuan
keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke tempat

bus / stasiun I band ar a / pelabuhan keberan gkatan ;

b. Biaya taxi perjalanan dinas luar daerah dari

bandara/stasiun/pelabuhan ke Hotel/Peginapan di tempat tujuan

dan sebaliknya untuk pelaksana SPD;

c. Biaya transport perjalanan dinas luar daerah dari bandara

/stasiun/pelabuhan ke Hotel/Penginapan di tempat tujuan dan

sebalihrya untuk pelaksana SPD 3 orang atau lebih dapat

mengunakan carter/sewa sesuai standart tarif yang berlaku /biaya
rill (At Cost);

d. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara /
pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;

e. Biaya transport perjalanan dinas dalam daerah dapat mengunakan

fasilitas sewa/carter kendaraan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak ada transportasi umum untuk tujuan ke beberapa

kecamatan dan/atau ke beberapa desa;

b. Membawa dokumen /barang dengan volume dan/atau
memerlukan tingkat keamanan yang tidak memungkinkan bila

menggunakan angkutan umum;

(4) Biaya penginapan pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk
menginap :

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal pelaksanaan SPD tidak mengunakan biaya penginapan

berlaku ketentuan bahwa Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan

sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan ,

sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 Peraturan Bupati ini dengan

ketentuan :

(3)
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a. Tidak terdapat hotel atau penginapan lainnya;

b. sehingga pelaksana sPD mengrnap di tempat menginap yang tidak
menyediakan kwitansi/ bukti biaya penginapan; atau

c. Terdapat hotel atau tempat menginap lainnya, namun pelaksana

SPD tidak menginap di hotel atau tempat menginap lainnya;
(6) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk

melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya seluruh
pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penglnapan yang sama.

(71 Pendamprng dan/atau ajudan Bupati/wakil BupatilPimpinan DpRD

/sekretaris Daerah/Anggota DPRD dapat menginap pada hotel

lpenginapan yang sama dengan melampirkan Surat T\rgas

mendampingr dan pelaksanaanya menggunakan fasilitas kamar dengan

biaya sesuai standar golongan SPD dan /atau biaya terendah pada

hotel/pengrnapan dimaksud.

(8) Dalam hal f,asilitas kamar dengan biaya terendah pada

hotel/penglnapan sebagaimana dimaksud pada ayat (71 sudah tidak
tersedia, maka pendamping dan/atau ajudan dapat merlggunakan

fasilitas kamar di atasnya dengan menyertakan surat keterangan dari
pihak hotel/ penginapan.

(9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)

diberikan sesuai bulrti riil.
(1O) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat

diberikan kepada Bupati/wakil Bupati, sekretaris Daerah,

Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan

Perjalanan Dinas dan dibayarkan sesuai jumlah hari perjalanan dinas
yang dilaksanakan.

(11) sewa Kendaraan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, untuk keperluan

pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

(12) Datam hal pelaksana SPD dengan tujuan pelaksanaan tugas luar
daerah bedumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan

sewa/Carter kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf e, namrrn berlaku ketentuan sebagai beriktrt :

a. Pelaksana SPD tidak diberikan uang transport lokal, sehingga uang

harian hanya diberikan komponen uang saku dan uang makan;

b. Hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas

di tempat tujuan.
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c. Sewa kendaraan sesuai standart tarif yang berlaku /biaya rill (4,
Cosf.

(13) sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (1o)

sudah termasuk biaya untuk mengemudi, bahan bakar minyak, d^an

pqiak.

(1a) Dalam haf pedalanan dinas dilakukan oleh L (satu) orang atau lebih
pelaksana sPD dengan tujuan yang sarna, dengan mengunakan

kendaraan dinas/operasional diberikan bantuan biaya Bahan Bakar
Minyak (BBM) sebesar Rp 12.ooo unhrk 1 (satu) liter BBM, dengan
perhitungan 1 {satu} liter BBM untuk jarak 10 Krn, dan dibayarkan
secara Lumpsum.

(15) Dalam hal pelaksana SPD mengunakan kedaraan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPD tidak diberikan uang transport, terrnasuk juga

staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan hal yang sarna;

dan

b. Pelaks€rnan SPD tidak diberikan uang transport lokal, sehingga uang

harian hanya diberikan komponen uang sak-r dan uang makan,

termasuk juga staf/pelaksana/sopir yang mengikuti diberlakukan

hal yang sama.

(16) uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a biaya

perjalanan dinas sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas yang

dilaksanakan dan diberikan secara Lumpsum dan merupakan batas

tertinggi.

(17) Perjalanarl dinas untuk menempuh u:ian dinas/ujian jabatan dan

mengikuti pendidikan Diploma/SUS2/S3 dibayarkan uang harian 1

hari kedatangan dan t hari kepulangan.

(18) Uang transport perjalanan dinas dibayarkan secara At Cost sesuai

dengan biaya riil berdasarkan tarif transport sebagaimana tercantum

dalam Lampiran 4 darr l,ampiran 5 Peraturan Bupati ini.
(19) Biaya menjemputfmengantar jenazah pulang pergr sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi

penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenaz,ah.

(20) Biaya menjemput/mengantar jenazah diberikan kepada sebanyak-

banyaknya 4 (empat) orang termasuk anggota keluarga

almarhum /jenazah.
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(21) Biaya sewa kendaraan dalam kota hanya dapat diberikan kepada

anggota keluarga almarhum /jenazah sesuai bukti riil.

{22) Komponen sewa kendaraan dalam kota untuk Bupati/Wakil Bupati

Katingan secara At Cost maksimum Rp. 8OO.0OO,O0/hari.

(23) Biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu)

digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu :

a. Tingkat A

b. Tingkat B

c. Tingkat C

d. Tingkat D

e. Tingkat E

untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Katingan, Bupati Katingan dan Wakil

Bupati Katingan serta Pejabat Lainnya yang

setara);

untuk Pejabat Eselon IIa/IIb/Ketua Komisi dan

Anggota DPRD Kabupaten Katingan;

untuk Pejabat Eselon lIla/Illb/Golongan
IVlKetua/Wakil Ketua PKK, dan Komisi-komisi

Daerah;

untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III, CPNS

Golongan III;

untuk PNS/CPNS Golongan II dan Golongan I;

(24) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan diatur sebagai berikut :

a. Biaya perjalanan dinas bagr Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan

DPRD/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Katingan diberikan dan

digolongkan dalam Tingkat A atau setara Perjabat Negara.

b. Biaya perjalanan dinas bagr Pejabat Sekretaris Daerah/Kepala

Badan/Kepala SKPD/Ketua Komisi DPRD/Anggota DPRD diberikan

dan digolongkan dalam Tingkat B atau setara dengan Eselon IIa/IIb.
c. Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon III, Ketua/Wakil Ketua

PKK dan Anggota Komisi-Komisi Daerah yang dibentuk berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tenaga ahli/staf
ahli yang diangkat dan diperbantukan pada DPRD, diberikan dan

digolongkan dalam Tingkat C atau setara dengan pejabat Eselon

Ill/Golongan IV.

d. Biaya perjalanan dinas bagr unsur Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah (Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort

Katingan, Komandan Distrik Militer 1015/Perwira Penghubung)

Kabupaten Katingan dalam rangka mendampingr Kepala Daerah
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diberikan dan digolongkan datam Tingkat A atau setara pejabat

Negara.

e. Biaya perjalanan dinas pihak lain atau instansi vertikal
perangkat/baurahan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Kabupaten Katingan diberikan dan digolongkan dalam tingkatan C

atau setara Pejabat Eselon [Ila/IlIb/Golongan IV.

f. Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Eselon IV, Golongan III, Kepala

Desa/Damang/Ketua Adat Permusyawaratan Desa, Pengurus PKK

lainnya diberikan dan digolongkan dalarn Tingkat D atau setara PNS

golongan III.

g. Biaya perjalanan dinas bagr pegawai Tidak Tetap/Tenaga

Ahli/Tenaga Pendukung diberikan dan digolongkan dalam Tingkat E
atau setara PNS golongan II.

(25) SKPD dapat menanggung biaya perjalanan dinas SKPD lain sepanjang

masih ada korelasi kegiatan dengan SKPD yang bersangkutan dan
ketersediaan Dana perjalanan dinas.

{26} rstt'r/suami Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, pegawai

Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain yang diijinkan oleh Bupati
Katingan atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan/mengikuti
Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dan Dalam Daerah tingkatannya
disamakan dengan yang diikuti, kecuali bagr istrilsuami Non PNS

Kabupaten Katingan hanya diberikan 8O%o dari perhitungan lumpsr-r.m

(uang harian).

Pasal 14

(1) Dalam hal jumlah hari dan tempat tujuan yang berbeda dalam
perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam
Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian atau
karena ada tugas lanjutan yang baru diketahui setelah yang

bersangkutan sedang melakukan tugas perjalanan dinas, Pejabat yang

berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya
transport pegawai, biaya penginapan, uang representasi dan sewa

kendaraan dalam kota.

(2)Tambahan uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan,

uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Pejabat berwenang

untuk mendapat persetujuan dengan rnelampirkan dokumen :
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a. Surat keterangan kesalahan /kelaJalan dari Syahbandar/KepaJa

Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi lainnya dan atau
b. Surat Keterangan Perpanjangan T\rgas dari pernberi tugas;

c. Dibuktikan dengan Iisum SPD yang bersangkutan;

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Pengguna

AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran membebankan biaya tambahan

uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan

dalam kota pada DPA satuan kerja bersangkutan.

(a) Tambahan uang harian, biaya penginapan, u€urg refresentasi, dan sewa

kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat {1), tidak dapat

dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

ayat {21huruf e sampai dengan huruf j.

Pasal 15

Bagt Pelaksana SPD lebih dari 3 (tiga) orang diperkenankan untuk
menyewa /carter kendaraan daratlarr, jika kebutuhan dimaksud tidak
terdapat transportasi umum atau tidak memungkinkan menggunakan

transportasi umum sesuai biaya riillat eost.

Pasal 16

(1) Uang Harian Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan :

a. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;

b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan

perjalanan dinas;

c. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan

dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;

d. Selama - lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke / datarrg dari luar
negeri;

e. Selama - lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat bersangkutan jatuh

sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melaksanakan

perjalanan dinas jatuh sakit;

f. Selama - lamanya 90 (Sembilan puluh) hari dalam hal pegawai

melakukan tugas detasering;

g. Selama - lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterirna keputusan tentang

perubahan detasering menjadi penugas pindahan;

h. selama - lamanya 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan

selama - lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenaz,ah dalam
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hal jenazah tersebut tidak di makamkan di ternpat kedudukan
almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat

Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal saat melaksanakan
perjalanan dinas;

i. Selama - lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah Pejabat

Negara/Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dan dimakamkan tidak di
tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-

sama/rombonganlregu untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu
diatur dengan ketentuan :

a. Rencana anggaran biaya perjalanan dinas harus disusun untuk
kebutuhan biaya bersama - sama/rombongan/regu berdasarkan a,as
kewajaran, kepatutan, kelayakan, hemat dan efisien;

b. Pelaksana SPD dapat menggunakan sarana transportasi dan
hotel/penginapan yang s€una, sesuai dengan tingkat biaya perjalanan

dinas yang telah ditetapkan sesuai dengan tingkatan Pelaksana SPD;

(3) Datam hal perjalanan dinas jabatan mengglrnakan kapal laut/sungai
untuk waktu sekurang - kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka

selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai

Negeri Sipil hanya diberikan uang harian sebesar 85 persen.

Pasal 17

(U Bagi Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas untuk
mengikuti undangan dalam rangka Workshop Seminar, Bimbingan
Teknis, Pendidikan/Pelatihan, Seminar, Sosialisasi, Lokakarya atau
kegiatan sejenisnya atas undangan dari organisasi/lembaga tertentu

dengan kewajiban memberikan kontribusi diatur dengan ketentuan :

a. Membayar konstribusi dan mendapatkan fasilitas penginapan,

makan/minum harian dari penyelanggara, diberikan biaya perjalanan

dinas yang terdiri dari :

1. Uang harian sebesar 6O persen dari uang harian perjalanan dinas
jabatan biasa;

2. Biaya transportasi pegawai.

b. Membayar konstribusi dan hanya mendapatkan fasilitas
maJ<an/minum harian atau hanya mendapatkan fasilitas penginapan

saja dari penyelenggffis, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri
dari :
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1. Uang harian sebesar 7O persen dari uang harian perjalanan dinas
jabatan biasa;

2. Biaya transport pegawai.

c. Membayar kontribusi dan mendapatkan fasiltas penginapan/rnakan

minum harian dan uang saku dari panitia penyelenggara, diberikan
biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

1. Uang harian sebesar 3O persen dari uang harian perjalanan dinas
pejabat biasa.

2. Biaya transport pegawai

d. Tanpa Membayar kontribusi dan mendapatkan fasilitas
penginapanlmakan minum harian dari panitia penyelenggtr&,

diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

1. Uang harian sebesar 1OO persen dari uang harian perjalanan dinas

pejabat biasa.

2. E.iaya transport pegawai

e. SPD rampung yang tertanggung semua oleh pihak penyelenggtra,

tidak diperkenankan mendapat penanggungan biaya perjalanan dinas

dari instansi asal yang bersangkutan.

(2) Tidak berlaku ketentuan pada pasal 17 bagp peserta yang mengikuti

kegiatan di Kota Pelaksana SPD bersangkutan.

(3) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan

/ pelatihan/ seminar/ sosialisasi/ worksop / lokakarya, dan lain-lain yang

biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DPA satuan kerja/kantor
penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan

dinas oleh satuan keqa/ kantor penyelenggara kegiatan.

(4) Pembayaran Uang harian bagi Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti

pendidikan /pelatihan / seminar / sosialisasi / worksop / lokakarya,

dan lain-lain dapat dibayarkan sebesar 1OO persen pada 1 (satu) hari
sebelum dan 1 (satu) hari sesudah waktu peayelenggaraan kegiatan

dimaksud.

(5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan,

pelatihan, seminar, sosialisasi, woeksop dan lokakarya akan

dipertimbangkan apabila waktu pelaksanaannya melebihi dari 3O (tiga

puluh) hari kerja, dan ketersediaan dana yang memungkinkan.
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Pasal 18

(1) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain
ternyata lebih darr 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 16

ayat (1) huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat
mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian sepanjang

kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari
Pelaksana SPD bersangkutan.

(2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata kurang jumlah
hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pelaksana SPD bersangkutan
harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang
representasi, dan biaya sewa kendaraan dalam kota yang telah

diterimanya.

(3) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uErrrg harian, biaya penginapan,

uang refresentatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk sebagaimana dimaksud
pasal 4 ayat (2) huruf i.

Pasal 19

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan sebelum perjalanan dinas

dilaksanakan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya
perjalanan dinas belum dapat dibayarkan sepenuhnya, maka biaya
perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selasai.

Pasal 2O

(1) Pelaksana SPD setelah melaksanakan perjalanan dinas wajib
menyampaikan dokumen pertangungiawaban biaya yang terdiri dari :

a. SPD dan Lampirannya;

b. Bukti - bukti pengeluaran untuk biaya transport, biaya penginapan

dan biaya - biaya lain yang terjadi sebagai akibat dari perjalanan

dinas yang dilakukan;

c. Laporan Perjalanan Dinas/Pelaksanaan T\rgas;

(2) Biaya-biaya lain yang terjadi sebagai akibat dari perjalanan dinas yang

dilakukan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan untuk
dimintakan penggantiannya sepanjang masih dalam ruang lingkup
sebagaimana dimaksud pada pasal 2 serta dengan diketahui dan

disetujui oleh pejabat yang berwenang.
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BAB VIII

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 2 1

(1) PembayaxarL biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu

€Lnggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) tahun angga.ran berkenaan.

(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas hanya dapat dilakukan dengan

mekanisme Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Lumpsum (LS).

Pasal 22

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang

muka kepada Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas oleh

bendahara pengeluaran dari UP dan GU yang dikelolanya, apabila

ketersediaan dana masih dalam keadaan terbatas.

Pasal 23

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 didasarkan

pada permintaan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri :

1. surat perintah tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

2. Surat perintah perjalanan dinas;

3. Rencana anggaran biaya perjalanan dinas;

4. Kwitansi pembayaran uang muka perjalanan dinas;

Pasal 24

(1) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2s,

bendahara pengeluaran membayar uang muka perjalanan dinas kepada

Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas.

(2) Uang muka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk uang lumpsum dapat diberikan setinggi - tingginya 8O persen

(Delapan Fuluh Persen) dari rencana biaya perjalanan dinas baik
perjalanan dinas perseorangan maupun bersama-sama /rombongan

lregu yang diajukan oleh Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan

dinas.
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BAB IX

PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 25

(1) Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPD dilaksanakan berdasarkan

Surat Keputusan Pindah.

(2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Penerbitan SPD dapat dibuat apabila pembebanan biaya pindah

tercantum dalam konsideran Surat Keputusan Pindah.

Pasal 26

(1) Pe{alanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dapat
dilaksanakan oleh Pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.

(2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Istri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan

yang berlaku;

b. Anak kandung, anak tiri, an anak angkat yang sah menurut hukum
yang berumur paling tinggr 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu

berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan

sendiri;

c. Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum
yang berumur lebih dan 25 (dua puluh lima) tahun, yang menunrt
surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak

dapat mempunyai penghasilan;

d. Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat

perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25

(dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai

penghasilan sendiri;

e. Pengolongan tingkat Biaya Perjalan Dinas pindah bagi keluarga yang

sah diberikan biaya sesuai tingkat pengolongan pegawai bersangkutan.

BAB X

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 27

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
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a. Uang harian;

b. Biaya transport pegawai;

c. Biaya transport keluarga;

d. Biaya pengepakan dan angkutan barang.

(21 B.iaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
(3) Komponen biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(a) Perjalanan Dinas Pindah yang dilakukan dalam rangka pindah tugas

atas permintaan sendiri, tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJAI"ANAN DINAS JABATAN

MELALUI MEKANISME UANG PERSEDIAAN (UP)

Pasal 28

Biaya perjalanan dinas dipertangungiawabkan oleh Pelaksana SPD yang

melakukan perjalanan dinas tetap harus mempedomani aas kepatutan dan
kelayakan, hemat dan e{isien.

Pasal 29

(1) Pembayaran uang harian dilakukan sesuai banyaknya hari yang

digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;

(2) Uang transport pegawai, dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan

sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang

sah;

{3) Bukti pengeluaran yang sah untuk transport pegawai, terdiri dari :

a. Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal

bus / stasiun / bandara/ pelabuhan pergi pulang;

b. Tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan ke

tempat tduan pergi pulang;

c. Tiket pesawat atau kwitansi travel agen dilampiri boarding pass dan

airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus;

d. Bukti pembayaran moda transportasi lainnya.

(a) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal
bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan pergl pulang dan tiket transportasi dari
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terminal bus/ stasiun/band ara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergr pulang
serta bukti pembayaran moda transportasi lainnya tidak diperoleh,
Pelaksana SPD yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar
pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang

disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dengan

menyatakan tangungiawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai ganti
bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana dalam lampiran 10 Peraturan

Bupati ini;

(5) Bukti pengeluaran yang sah untuk se\ra kendaraan dalam kota adalah

kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan

usaha yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan;

(6) Pengguna AnggaranlKuasa Pengguna Anggaran menilai kesesuaian dan
kewajaran atas biaya - biaya yang tercantum di dalam rincian biaya
perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil dan berhak menolak bukti
pengeluaran yang diajukan berdasarkan az,as kepatutan, kelayakan,

hemat dan efisien.

Pasal 3O

(1) Dalam hal terjadi pembatalan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat

dibebankan pada DPA satuan kerja berkenaan.

(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya

pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Surat Pernyataan Pembatalan tugas Perjalanan Dinas dari atasan
pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi pelaksana

SPD dibawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai

lampiran 15 peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

b. Pernyataanltanda bukti besaran pengembalian biaya transport
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi

dan/ataa penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA satuan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Biaya pembatalan tiket transportasi dan atau biaya penginapan atau

b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi dan atau biaya
penginapan yang tidak dapat dikembalikan (refundl.
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Pasal 31

{1) Pelaksana SPD yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan

seluruh bukti pengeluaran sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20

kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD;

(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD melakukan perhitungan

ra.mpung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pelaksana

SPD bersangkutan serta menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya -
biaya yang tercantrrm dalam rincian biaya perjalanan dinas dan daftar
pengeluaran riil;

(3) Apabila terjadi kelebihan pernbayaran, Pelaksana SPD yang melakukan
perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada bendahara
pengeluaran dan atau ke kas daerah;

(a) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara pengeluaran membayar

kekurangan tersebut kepada Pelaksana SPD yang telah melakukan
perjalanan dinas.

Pasal 32

(1) Berdasarkan pertanggungiawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan
perhitungan rampung, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU

dilampiri bukti - bukti pengeluaran Kepada Pejabat Penatausahaan (PPK)

SKPD;

(2) SPM-GU diajukan ke kuasa BUD dilampiri bukti - bukti pengeluaran

untuk diterbitkan SP2D atas pengeluaran tersebut;

BAB XII

KETENTUAN I"AIN - LAIN

Pasal 33

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas yang awal pelaksanaa.nnya sebelum

tanggal diundangkan mengacu pada Peraturan Bupati Katingan Nomor : 5

Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagr Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak retap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang

mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
Katingan.
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Pasal 34

)ada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati

{atingan Nomor 5 Tahun 20i5 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat

Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah' Pegawai

Negeri sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Katingan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan

Nomor 40 Tahun 2afi tentang perubahan Atas peraturan Bupati Katingan

Nomor S Tahun 2CIl1 tentang perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah' Pegawai Negeri

sipil Dan Pegawai Ticlak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Katingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi'

Pasal 35

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar se tiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengurrdangan Peraturan

tsupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal, il? J*il1'rrr:rL 2n15

Diundangkan

pada tanggal

SEI(RET

NIKODEMOS

BERITA DAERAH

di Kasongan

2 nel:::'ir :':i 1'.\ 1

DAERAH KABUPATEN KATINGAN
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